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UMKM Kita Masih Kalah
Bersaing Di Pasar Digital

PEMERINTAH diingatkan lebih
serius membina, mendampingi
dan melindungi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)
agar mampu menguasai dan
memanfaatkan teknologi digital
atau pasar digital (e-commerce).
Peranturan Menteri Perdagang-
an (Permendag) Nomor 31
Tahun 2023 dianggap bisa me-
lindungi usaha wong cilik dalam
Jungka pendek.

Anggota Komisi VI DPR
Amin Ak mengatakan, Per-
mendag itu, antara lain melarang
sacial commerce memfasili-
tasi transaksi pembayaran pada
sistem elektroniknya dan hanya
dapat melakukan penawaran/
promosi barang danfjusa. Se-
bagai solusi jangka pendek,
larangan ini memang harus
diberlakukan.

“Numun larangan ini tidak
sepenuhnya mampu melin-
dungi pelaku UMKM dari
gempuran produk impor yang
dijual dengan harga murah.
Ada beberapa akar perso-
alan sepinya penjualan produk
UMEKM." kata Amin kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.

Pertama, karena memang
mereka tidak mampu bersaing,
terutama dari sisi harga. Soal
lemahnya daya saing 1ni bisa
disebabkan oleh karena efisiensi
produksi UMKM memang ka-
lah dibanding produk impor dari
negara-negara tertentu,

“Atan bisa juga ada praktik
predatory pricing atau dum-
ping. Bahkan, tidak menutup
kemungkinan adanya penjualan
barang-barang ilegal. Ini semua
harus dikaji lebih dalam oleh
Pemerintah,” ujarnya.

Kedua. soal kemampuan se-
bagian besar UMKM mengua-
sai dan memanfaatkan platform
digital untuk berjualan. Ba-
gaimana memahami algoritma
media sosial, membuat konten
promosi yang menarik, juga
memahami perilaku pasar di
era digital.

“Sebagian besar pelaku
UMEKM kita masih membu-
tuhkan pembinaan dan pen-
dampingan untuk menguasai
berbagai keterampilan terse-
but.” kata politisi PKS ini.

Dia juga mengatakan, men-
jamurnya barang impor murah
dari China bisa mematikan
UMKM lokal.

*Kalau kita pantau harga produk
yang dijual di social commerce,
banyak yang dijual dengan harga
murah bahkan sangat murah. un-
ik produk dengan kualitas yang
setari,” imbuhnya,

Fakta lainnya, meski banyak
pelaku UMKM masuk ber-
Jualan di marketplace maupun
social commerce, nmumnya
produk mercka gagal bersaing
dengan produk impor.

Meski ada juga yang berha-

sil, tapi tidak banyak. Artinya,
bukan melulu akibat social
commerce, namun karena har-
ga barang yang dijual di social
commerce, memukuol pasar
UMKM. Dan itu hampir semua
produk impor.

Anggota DPR dari daerah
pemilihan Jawa Timuor IV ini
juga mengatakan, larangan im-
por dalam Permendag diharap-
kan bisa menciptakan persaing-
an pasar yang adil bagi produk
UMKM. yang dari segi harga
kalah jika dibandingkan produk
impor dari negara tertentu.

Karena i, larangan barang
impor dengan harga di bawah
100 dolar AS it untuk me-
lindungi produk UMKM. Dan
untuk mencegah dominasi
produk impor.

“Berdasarkan data asosiasi
perusahaan logistik, lebih dari
70 persen produk yang dibeli
di pasar digital (e-commerce)
merupakan produk impor.
Artinya, dari nilai transaksi
Rp476.3 triliun di pasar digital
pada tahun 2022, sebesar Rp
333,41 triliun dinikmati pro-
dusen luar negeri,” jelasnya.

Selanjutnya, Amin mene-
gaskan, untuk melindungi
UMKM Pemerintah harus
lebih serins membina dan
mendampingi UMKM, agar
mereka mampu menguasai
dan memantaatkan teknologi
digital atau pasar digital.

Pemerintah pun diingatkan
mengawasi predatory pricing
secara ketat. Penjualan produk
impor di bawah 100 dolar AS,
dan juga praktik ganda. vakni
pemilik platform social com-
merce juga menjadi produsen.

Sebabnya, mereka mengua-
sai algoritma media sosial,
memiliki big data pengguna
media sosial. dan menjadi
produsen sckaligus, Ini me-
nyebabkan perdagangan men-
Jadi unfair (tidak adil).

Pemerintah juga harus mem-
berikan insentif pajak bagi
UMKM, insentif bunga rendah,
kemudahan akses permodalan,
dan berbagai kebijakan yang
membuat UMKM bisa bangkit
dan berdaya saing dihadapan
produk impor.

“Mengawasi ketat produk
impor dari sisi pemenuhan
standardisasi seperi SNT mau-
pun sertifikat halal, dan seba-
gainya,” imbuhnya.

Ketua DPR Puan Maharani
berharap, aturan terkait praktik
social commerce seperti Tik-
Tok Shop dapat menciptakan
keseimbangan pasar digital dan
konvensional.

“Dengan regulasi yang cer-
mat dan tepat. Pemerintah har-
us memastikan perkembangan
ckonomi di Indonesia tetap
adil dan berkelanjutan,” kata
Puan. m DIR




